PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
INDIKASI-GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI-GEOGRAFIS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang

karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

dihasilkan.

2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi-geografis yang diajukan secara tertulis
kepada Direktorat Jenderal.

3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

4, Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang.

5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak

kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan
pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan
intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi
persyaratan administratif.

8. Hari adalah hari kerja.

9. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan
karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang
satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.
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Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan
Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di
bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis.

BAB Il
LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau
daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang
yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan,
hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila
telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Bagian Kedua
Indikasi-Geografis yang Tidak Dapat Didaftar

Pasal 3

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

a.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban umum;

menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber,
proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya,;

merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas
tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau

telah menjadi generik.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis

Pasal 4

Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi
diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.
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BAB Il
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui
Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.

Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan, terdiri atas:

1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
2. produsen barang hasil pertanian;
3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
4, pedagang yang menjual barang tersebut;
a. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
b. kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan
administrasi sebagai berikut:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan

C. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

b. bukti pembayaran biaya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku

Persyaratan yang terdiri atas:

a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

C. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan
barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya
dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang
merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau
karakteristik dari barang yang dihasilkan;

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-
geografis;
f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-

geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk
pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses
pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah
tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang
dihasilkan; dan

i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
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Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-
geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari
instansi yang berwenang.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama
Pemeriksaan Administratif

Pasal 7

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal
memberikan Tanggal Penerimaan.

Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar
kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif

Pasal 8

Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan
meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).

Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah
memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-
geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis
didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.

Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.

Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum
berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.

Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9
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Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan
kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-
geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli
Indikasi-geografis.

Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-
geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau
melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat
menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.

Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan
keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada
Pemohon atau melalui Kuasanya.

Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal
menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Pasal 10

Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku
Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
Berita Resmi Indikasi-geografis.

Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak
Permohonan.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara
tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10
ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat
Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau
Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan
pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 11

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-
geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan
tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama
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lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-
geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman
dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan
alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang
dimohonkan pendaftarannya.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Sanggahan

Pasal 12

Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),
terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada
Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang
cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan
batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3),
Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau
Kuasanya.

Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama
2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Substantif Ulang

Pasal 13

Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli
Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis
dengan memperhatikan adanya sanggahan.

Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam
waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu
penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum
Indikasi-geografis.

Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat
mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan
pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.
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Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil
pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam
Berita Resmi Indikasi-geografis

Bagian Keenam
Tim Ahli Indikasi-Geografis

Pasal 14
Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian
mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada
Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau
pengawasan Indikasi-geografis nasional.
Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para
ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:

a. perwakilan dari Direktorat Jenderal;

b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian,
perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;

C. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan
dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau

d. ahli lain yang kompeten.

Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para
anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli
Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada
keahlian.

Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat
Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB V
PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama
Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 15

Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus
mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan
biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari
instansi teknis yang berwenang.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen
Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan
mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Kedua
Pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis
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Pasal 16

Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis
kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal
bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi
Indikasi-geografis tidak dipenuhi.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta
alasannya.

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan
tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil
pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal,
termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-
tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai
Indikasi-geografis terdaftar.

Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai
Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar
Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk
menggunakan Indikasi-geografis.

Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan
tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pasal 18
Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai
Indikasi-geografis yang bersangkutan.
Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-
geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian
akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan
tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Ketiga
Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pasal 19

Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap
pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli
Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis
di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas
pengawasan.



®)

(4)
®)

(6)

@)

)

®)

(4)

©)

(6)

@)

®)

1)

Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:

a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun
di tingkat pusat; dan/atau
b. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai

institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan
dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.

Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai
Indikasi-geografis.

Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat
Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VI
INDIKASI-GEOGRAFIS DARI LUAR NEGERI

Pasal 20

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap
di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia
atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-
geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.

Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa
Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.

Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui
Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.

Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan
banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap
Permohonan dari luar negeri.

Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di
dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIl
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN

Bagian Pertama
Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20
hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-
geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
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Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal
20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-
geografis.

Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya
yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Perubahan Buku Persyaratan Setelah Pendaftaran

Pasal 22

Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sesuai
dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan
mengenai batas geografis.

Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan
perubahannya.

Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku
Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi geografis.

Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan,
Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Perlindungan Indikasi-geografis

Pasal 23

Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat
Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar
bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.

Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim
Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada
Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diterimanya hasil pengamatan tersebut.

Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan
memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada
Direktorat Jenderal.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli
Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk
membatalkan Indikasi-geografis.

Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-
geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau
Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
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Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan
keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan
Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai
Indikasi-geografis.

Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

BAB Vil
BANDING INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 24

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau
Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4),
Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6),
Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.

Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara mutatis
mutandis ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IX
PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Pertama
Pelanggaran Indikasi-Geografis

Pasal 25

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

a.

pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak
langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;

pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung
maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:

1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang
yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;

pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan
asal usul geografis barang itu;

pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;

peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal
tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:

1. pembungkus atau kemasan;

2 keterangan dalam iklan;

3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
4

informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan
barang dalam suatu kemasan); atau
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Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal
barang tersebut.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 26

Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;
b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau

C. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara
mutatis mutandis ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.

BAB X
PEMAKAI TERDAHULU INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 27

Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat
dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama
suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan
Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis
dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan
menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis
terdaftar.

Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek
sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang
sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka
pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak
menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut
menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian
merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
INDIKASI-GEOGRAFIS

UMUM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang
yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut
dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal
tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa.

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk
kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota
World Trade Organization. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Trade Related
Intellectual Property Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24. Untuk
melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-
geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan
tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur
secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek mengenai Indikasi-geografis.

Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara
tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan
dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal
suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau
barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil
pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di
daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat
dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas
barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi
tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang
memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah
dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum.
Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri
dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan
dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan
geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik
barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan
tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan.
Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat
dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat
dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan
memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan
seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang
diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai
Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai
Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.



Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim
tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang
tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis
yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian
lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di
daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja
potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan
tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang
dilindungi dengan Indikasi-geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil
di daerah tersebut.

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar,

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh:

- Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat.

- Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga: kehutanan, perkebunan, peternakan,

perikanan, dan kelautan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang lainnya” mencakup antara lain bahan mentah
dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Daftar Umum Indikasi-geografis” adalah suatu buku yang memuat
Indikasi-geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Ayat (4)
Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai Indikasi-geografis tidak dapat
didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama
Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang
bersangkutan saja.

Contoh:

Nama/kata "Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh
karenanya, kata "Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai Indikasi-geografis



bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah
Cianjur.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan.

Walaupun demikian, kata "Cianjur” dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas
tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Huruf d

Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik
umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi.

Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau
yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi kewenangan untuk itu” adalah lembaga
Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan,
seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "membedakan barang tertentu dengan barang lain yang
memiliki kategori sama” adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain
yang sama.

Misalnya: beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain.

Huruf d

Uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian
tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban
udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.



Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-
geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah
berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah
tersebut.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "rekomendasi” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “abstrak dari Buku Persyaratan” adalah informasi ringkas yang
menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi-

geografis.
Keseluruhan isi Buku Persyaratan dapat diperoleh di Direktorat Jenderal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Indikasi-geografis nasional” adalah Indikasi-geografis yang berasal
dari dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan” adalah
melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh
Pemohon.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis” adalah
orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang: pertanian, geologi, meteorologi,

kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan
dengan Indikasi-geografis.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim Teknis.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan” adalah

lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang berkompeten untuk melakukan
penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang.

Contoh:

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang berkompeten untuk
melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau
makanan.

- Sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian mutu suatu barang.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.



Pasal 19
Ayat (1)

Pengawasan dapat dilaksanakan di sepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian
barang.

Ayat (2)
Para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki

kepentingan pribadi (conflict of interest) sehubungan dengan Indikasi-geografis yang akan
diawasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak” mencakup antara
lain: penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu,
seperti: penggunaan kata “ala”, bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang
sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan
kata-kata tersebut.

Huruf e
Cukup jelas.



www.hukumonline.com

Huruf
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanda telah dipakai” adalah tanda yang tidak terdaftar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
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